2 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan 1 Juli 2020
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN -
Tanggal Revisl 8 Jull 2020
DINAS PARIWISATA Tanggal Efektif 9 NIl 2020
Disahkan oleh Plt. la Dinas pariwlsata
Dr, H, Tal i, y.Pd
|HIP. 19680711 199412 1 D05
|nama sop | Pengelolaan Informas! Publik
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Undana-Undang No.14 Tahun 2008 Tentana tentana Keterbukaan Informasi Publik 1 D3/51
2 Memahami pengelolaan Informasl publik

3 PP No. 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan undang - undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang 2 4 i e
Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 3 Memllikl keter dalam | reng Informasi dan Dokumentasl Publik (PPID)
4 Perkl No.1 Tahun 2010 t dar Lavanan Inf | Publik
5 Perda Banten No. 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
6 Pergub Banten No. 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasl Publik dan Dokumentas!
dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsl Banten
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1 Komputer
2 Printer
3 Alat Tulls Kantor (ATK)
4 Reaister Permohonan
2. Jaringan Inlgmet
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Disimpan dalam catatan manual dan elektronik dan dilaporkan secara berkala




Nomor SOP
Tanggal Pembuatan 1 Jull 2020
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tanggal Revisl 8 Jull 2020
DINAS PARIWISATA Tanggal Efektif 9 Jull 2020
Disahkan oleh Pit. Kep1 Dinas pariwisata
-
-
|Dr, H, Tabrani, M.Pd
NIP. 19680712 199412 1 002
Mama SOP |Pengujian Tentang Konsekwensi
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang tentang Keterbukaan Informasi Publik 1 Db3/s51
2 Undang - Undang Republik Indonesla Nomcr 24 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Memahami lImu hukum
3 PP No. 61 Tahun 2010 tentang p dang Nomor 41 Tahun 2008 tentang 3 Memiliki keterlibatan dalam jabatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID
Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Pembantu)
4 Pearki No.1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasl Publik
5 Perda Banten No. 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
6 Pergub Banten No. 16 Tahun 2011 tentang Pedorman Pelayanan Informasl Publlik dan Dokumentasi
dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1 Peraturan Daerah dan Pusat
2 Alat Tulis Kantor (ATK)
3 Komputer
4 Ja
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
SOP Inl mutlak dilaksanakan dalam pelal nnya apablla tidak dilakukan maka akan berpotens| Disimpan dalam catatan manual dan elektronik dan dilaporkan langsung kepada pimpinan
terhadap perbuatan melawan hukum




PROSEDUR PENGUIIAN TENTANG KONSEKUENS!
DILINGKUNGAN DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN

intarmasi pubiik

URAIAN KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU
TIN PPID PEIABAT TEKNIS RARALS IR KELENGKAPAN WAKTU GuTPUT FETERANGAN
Meryiapkan bahan informasi publix e oraxe) Permohonan Informasi Laporan hl.lJl
Publi informasi
AN
Mernerima dar metakukan pembahasan Lapnran hasil infarmasl 1 Hari Draf pengujian
pengujian konsekuensi informasl publik Manerima dan konsekuensi
L > Menguji sementara
'-— £ informasi publik 1
| ]
Tim PPID Pembantu menenma draf hasil | Draf pengujian 1 Hari Draf final
bahan pengujian konsekuensi dari Pejabat Mem i konsekuensi sementara pengujian
Teknis dan mengka|i ulang barsasma hasil mnmd' aklanjur konsekuensi
tersebut Informasi publik
Menerima hasil pengujian konsekuensi darn Draf final pengujian Final pengujian
Pejabat Teknis dan Tim PPIC Pembantu konsekuens! Informasi konsekuens!
serta menetapkan hasil pengujian Menetapkan hasl publix infarmasi public
|konsekuensi tersebut = pengujan
konsekuensi Dinas
Tim PPID mendokumentasikan hasil Final pengujian Laporan hasil
pengujian konsekuensi informasi publik ekt -5 kansekuens informasi penguijian
= publik konsekuens




Nomor SOP
Tanggal Pembuatan 1 Juli 2020
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tanggal Revisi 8 Jull 2020
DINAS PARIWISATA Tanggal Efektif 9 Jull 2020
Disahkan oleh PIt. Kepaly Dinas pariwisata
s
Ld

Dr, H, Tabrani, M.Pd

NIP. 19680712 199412 1 (05
Nama SOP Pengelolaan atas Keberatan Informas|

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Undang-Undana No.14 Tahun 2008 Tentang tentang Keterbukaan Informasi Publik

2 Und - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3 PP No. 61 Tahun 2010 tentang pelak dang - undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang

Publik Lemb Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Perki No.1 Tahun 2013 tentana Prosedur Penvelesalan Sengketa Informasi Publik

Perda Banten No. 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasl Publik Dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

6 Pergub Banten No. 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelay
dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsl Banten

Keterbub Inf;

(T

Informasl Publik dan Dokumentasi

1 D3/51
2 Memahami pengelolaan informasi publik

3 Memiliki keterlibatan dalam jabatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID)

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1 Komputer
2 Printer
3 Alat Tulis Kantor (ATK)
|PERINGATAN |PENCATATAN DAN PENDATAAN _
SOP inl hanya r sebaglan pelak darl tugas utama Pengelolaan Informasl dan Disimpan dalam catatan manual dan elektronik dan dilaporkan secara langsung kepada PPID Utama

Dokumentasi Publik (BPIE) Utama Pemerintah Provinsi Banten

Pemerintah Provinsi Banten




PROSEDUR PENGELOLAAN ATAS KEBERATAN INFORMASI
DILINGKUNGAN DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN

URAIAN KEGIATAN PEMOHON pe o UL BANY
LOKET PPID TIM PPID KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
h hk h .;m — Surat Permohonan 15 Menit Lembar Keberatan
2 = M ke r !“‘!r n s
keberatan informasi P.:“‘lx.::‘ L5 ity
il
Tim PPID akan segera menyarankan kepada Lembar Kebarstan 30 Menit Pamberian Saran /
hon untuk buat surat keberat Informasi lisan
|kepada PPID Utama
mempeiajar| fsl dan
menyarankan
> urtuk disampaikan
kepada PPID utama
Pemaohon dapat menunggu tanggapan dari Pemberian Saran / 15 Menit Pencatatan Informas|
PPID Utama Informasi lisan keberatan
<




PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PARIWISATA

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan 1 Juli 2020
Tanggal Revisi 8 Juli 2020
Tanggal Efektif 9 Juli 2020
Disahkan oleh |Pit. Kepala Pinas pariwisata

Dr, H, Tabrani, M.Pd
NIP. 19680712 199412 1 005

Pengujian Tentang Konsekwensi

Nama SOP

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang tentang Keterbukaan Informasi Publik

2 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3 PP No. 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan undang - undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

4 Perki No.2 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun
2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publi
5 Perda Banten No. 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
6 Pergub Banten No, 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi
dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten

1 D3/51
2 Memahami ilmu hukum
3 Memiliki keterlibatan dalam jabatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID

Permbantu)

PERALATAN/PERLENGKAPAN

KETERKAITAN
1 Peraturan Daerah dan Pusat
2 Alat Tulis Kantor (ATK)
3 Komputer
4
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

SOP ini mutlak dilaksanakan dalam pelaksanaannya apabila tidak dilakukan maka akan berpotensi
terhadap perbuatan melawan hukum

Disimpan dalam catatan manual dan elektronik dan dilaporkan langsung kepada pimpinan




PROSEDUR PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI
DILINGKUNGAN DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN

URAIAN KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKL
TIM PPID PEJABAT TEKNIS KEFALA DINAS KELENGKAFAN WaKTU OUTPUT
Menyiapkan bahan Informasi publik Permehonan Informasi 30 Menit Laporan hasil
Menyiapkan Informasi indormast
Pubine
T
Menarima dan melakukan pembahasan Laporan hasil Infarmasi 1 Hari Draf pengujian
pengujian konsekuensi informasi publik Menerima dan konsekuensi
> \Mmsulr serenary
Tim PPID Pembantu menerima dral hasil i Draf sengulian 1Harl Draf final pengujian]
bahan pengujian konsekuansi darl Pejabat Marnprosas dan konsekuensi sementara konsekuensi
Teknis dan mengkaji utang bersama hasil menindakianjuti informasi publik
tersebut
Menerima hasil pengujian konsekuensi dari Draf final pengujian Final pengujian
| Pajabat Teknls dan Tim PPID Pembantu konsekuensi informasi konsekusnsi
serta menetaphkan hasil pengujian Menetapkan hasil publile informasl publik
konsekuensi tersebut pengujian
korsekuens! Dinas
Tim PPID mendokumentasikan hasil — Final pengujian Laporan hasil
pengujian konsekuens! informasi publik Selesal konsekuensi informasl pengujian
publik konsekuensi

Informas! publik




|Nomor SOP
Tanggal Pembuatan 1 Jull 2020
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tanggal Revisl 8 Juli 2020
DINAS PARIWISATA Tanggal Efektif 9 Jull 2020

Disahkan oleh TPIt. Kepala Dinas pariwisata
Dr, H, Tabrani, M.Pd
NIP. 19680712 199412 1 005

Nama SOP | Pengelolaan Informasi Publik

|DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Undana-Undang No.14 Tahun 2008 Tentana tentana Keterbukaan Informasi Publik

2 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pelavanan Publik

3 PP Mo. 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan undang - undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasl Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

4 Perki No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

5 Perda Banten No. 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

6 Pergub Banten No. 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasl Publik dan Dokumentasi
dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsl Banten

1 D3/S1
2 Memahami pengelolaan Informasl publik

3 Memiliki keterlibatan dalam jabatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasl Publik (PPID)

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1 Komputer

2 Printer

3 Alat Tulis Kantor (ATK)
4 Reaister Permohonan

|PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan dalam catatan manual dan elektronik dan ﬂiamrkan secara berkala




PROSEDUR PENGUIIAN TENTANG KONSEKUENSI

DILINGKUNGAN DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN

NO URAIAN KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU
TiM PPID PEJABAT TEKNIS BERAOI KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 |Menyiapkan bahan informasi publik Permohonan Informasi Laporan has
Menyiapkan Informasi : :
Publik informasi
PN
2 |Menerima dan melakukan pembahasan Laporan hasil informasi 1 Harl Draf pengujiz
pengujian konsekuensi informasi publik Menerima dan konsekuens
> Menguji sementara
>
3 |Tim PPID Pembantu menerima draf hasil -~ Draf pengujian 1 Hari Draf final pengt
bahap pengujian ko!jlsekuensi dari Pejab;t Memproses dan konsekuensi sementara konsek_uens
Teknis dan mengkaji ulang bersama hasil informasi pub
menindaklanjuti
tersebut
4 |Menerima hasil pengujian konsekuensi dari Draf final pengujian Final penguiji:
Pejabat Teknis dan Tim PPID Pembantu konsekuensi informasi konsekuens
serta menetapkan hasil pengujian Menetapkan hasil publik informasi pub
konsekuensi tersebut pengujian
konsekuensi Dinas
5 |Tim PPID mendokumentasikan hasil —— Final pengujian Laporan has
pengujian konsekuensi informasi publik T konsekuensi informasi pengujian
> publik konsekuens

informasi pub




PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PARIWISATA

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan 1 Juli 2020

Tanggal Revisi 8 Juli 2020

Tanggal Efektif 9 Jull 2020

Disahkan oleh Pit. Kedkla Dinas pariwisata
-

Dr, H, Tabrani, M.Pd
NIP. 19680712 199412 1 005

Nama SOP IPendnkurnmtaslan Informas| yang dikecualikan

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1
2
3

(L

Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

PP No. 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan undang - undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Perki No.1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik

Parda Banten No. 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pergub Banten No. 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasl Publik dan Dokumentasi
dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten

1 D3/51

2 Memahami kegiatan pengarsipan

3 Memiliki keterlibatan dalam jabatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID
Pembantu)

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

Sop Penauilan Konsekwensi

1 Peraturan Daerah dan Pusat
2 Alat Tulis Kantor (ATK)

3 Komputer
4

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

|Disimpan dalam catatan manual dan elektronik dan dilaporkan langsung kepada pimpinan




PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DILINGKUNGAN DINAS PARIWISATA PROVINS| BANTEN

URAIAN KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKL RANGAN
TIM PPID PEJABAT TEKNIS KRR DA KELENGKAPAN WAKTU CUTPUT e
" kan bahan doh inal Irdh - -~ ~ Permohonan informasi Laporan hasil
; o Menylapkan Informasl
publik yang dikecualikan PubIK yang & o informasi
Tim PPID Pembantu melakukan drafl i Laporan hasil informasi 1 Harl Dral pengujian
pendok tasian inf i yang Memproses dan pendokumentasi
dikecualikan manindakianjuti informasi yang
dikecualikan
Menarima hasil penguijian k i dari Dral pengujian Ketetapan
Pajabatl Teknis dan Tim PPID Pembantu pendokumentasi pengujian
sorta pkan hasil pengujian Menetapkan Hasli informasi yang pendokumentasian
konsekuensi tersebut 3 pengujian dikecualikan Informasi yang
kensekuens| Dinas dikecualikan
Tim PPID mendokumentasikan hasil Ketetapan pengujian Laporan hasil
pengujian k L infs i publik = pendokumentasian pengujian
b informasi yang konsekuensi
dikecualikan informasi publik




PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PARIWISATA

|Nomer soP

Tanggal Pembuatan 1 Juli 2020
Tanggal Revisi 8 Juli 2020
Tanggal Efektif 9 Juli 2020

Disahkan oleh [Fit. Kepala Dinas pariwisata
Dr, H, Tabrani, M.Pd
NIP. 19680712 199412 1 005
Nama SOP Penanganan Sengketa [nformasi Publik

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Undang-Undang No.14 Tahun 2008 ?entanq tentang Keterbukaan Informasi Publik

2 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3 PP No. 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan undang - undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

4 Perkl No.2 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Informasli Nomor 1 Tahun
2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

5 Perda Banten No. 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam
Penyelanggaraan Pemerintahan Daerah

6 Pergub Banten No. 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi
dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten

1 D3/51
2 Memahami Ilmu Komunikasi dan Hukum

3 Memiliki keterlibatan dalam jabatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID)

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1 Surat Tugas

2 Surat Kuasa

3 Alat Tulis Kantor (ATK)
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

SOP ini mutlak dilaksanakan dalam pelaksanaannya apabila tidak dilaksanakan maka akan berpotensi
terhadap hukum

Disimpan dalam catatan manual dan elektronik dan diaporkan langsung kepada pimpinan




PROSEDUR PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

DILINGKUNGAN DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN

PELAKSANA MUTU BAKU
KETERANGAN
URAIAN KEGIATAN T T PPD bl inin KELENGKAPAN WAKTU ouTPUY
Surat undangan sengketa informasi darl Komisi informasi Provinsi Surat undangan Sengheta 30 Menit Dlsposis|
Manaima informas! Publik KI Provirs
ranauskantys i u n
Banten
Tbm PPID menerima surat senghketa Informasl darl loket PPID, Dispasis| 1Jam Laparan
Iajari dan menyampatkannya kepada pimg Memeriksa
> s sengheta
— —
| Pimpinan / Kepala Dinas akan memberikan disposisi kepada Tim FPID Laporan St Tuie
yang memahami tentang persidangan senghketa informas publik N
e £y dan
memberikan
Tim PAID yang diberikan disposisi akan segera membuat surat kuasa Surat Tugas Surat Kuasa
dari pimpinan [ Kepala Dinas kepada yang ditugas! sebagai perwakilan Memproses dan
darl lembaga menindakianjuti
Vv




